
 

 

 

 

 

Nomor : 160/BUA/TI1.1.1 /VIII/2025     Jakarta, 7 Agustus 2025 

Lampiran : 1 (satu) bundel   

Hal : Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi 
SIPP Tingkat Pertama Versi 6.0.0 

  

 
 
 
Yth. Bapak/Ibu 

1. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 

2. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama 

3. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer  

4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara 

di -  

     Tempat 

 
 

Menindaklanjuti Arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 25 Juli 2025 

perihal Implementasi Smart Majelis Tingkat Pertama yang dilaksanakan secara bertahap pada 

Pengadilan Tingkat Pertama yang ditunjuk sebagai Pilot Project perlu disampaikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Telah dilakukan Penyempurnaan Fitur pada Aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama 

dengan Proses Pembaruan Aplikasi SIPP dari versi 5.6.6 menjadi versi 6.0.0. 

2. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama agar melakukan pencadangan (backup) aplikasi dan 

basis data Aplikasi SIPP terlebih dahulu sebelum menjalankan Proses Pembaruan Aplikasi 

SIPP dari versi 5.6.6 menjadi 6.0.0. 

3. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama wajib melakukan Proses Pembaruan Aplikasi SIPP dari 

versi 5.6.6 menjadi versi 6.0.0. 

4. Masing-masing Badan Peradilan agar menghimbau ke Pengadilan Tingkat Pertama agar 

seluruh aktifitas yang melibatkan aplikasi SIP (Sistem Informasi Pengadilan) seperti SIPP 

Tingkat Pertama, e-Court dan e-BERPADU telah selesai di proses maksimal pada hari Jum’at 

8 Agustus 2025 pukul 17.00 WIB. Apabila terdapat proses yang belum selesai dilakukan, 

maka dapat di lakukan di hari kerja berikutnya.  

5. Masing-masing Badan Peradilan agar menginformasi ke Pengadilan Tingkat Banding untuk 

mendukung dan turut memantau pelaksanaan Pembaruan Aplikasi SIPP Versi 6.0.0 yang 

dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 
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6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

a. sdr. Rian Andri Salam, S.Kom., MMSI. (Kasubag Pengembangan Sistem Aplikasi) 

di nomor HP/WA 0815 9156 404 

b. sdr. Yunawan Kurnia, S.Kom., MT. (Kasubag Bimbingan Teknis) di nomor HP/WA 

0856 9716 311 

c. sdr. Ikhwanul Dawam Sutawijaya, S.Kom., MH. (Kasubag Pengembangan 

Teknologi Informasi) di nomor HP/WA 0811 1739 800. 

Demikian, agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 

 
 
 
 
Tembusan :  

- Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial. 

- Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. 

- Sekretaris Mahkamah Agung RI. 
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Lampiran I 

Surat Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI 

Nomor : 160/BUA.6/TI1.1.1 /VIII/2025       /S.Kel/Bua.6/HM.02.3/VI/2023        

Tanggal : 7 Agustus 2025 

 

I. Berikut perbaikan, penambahan dan optimalisasi pada fitur maupun fungsi yang telah 

diterapkan pada aplikasi SIPP versi 6.0.0 antara lain : 

A. Seluruh Lingkungan Badan Peradilan  

1. Penambahan Fitur Smart Majelis bagi Pengadilan Tingkat Pertama yang ditunjuk 

sebagai Pilot Project sesuai surat nomor sekian-sekian. 

2. Penambahan Notifikasi/Pesan apabila terjadi Kegagalan Pengiriman Data 

Kasasi/Peninjauan Kembali 

3. Perbaikan Pada perekaman dan menampilkan Data Tanggal Surat Pengantar 

Upaya Hukum Banding 

4. Penambahan fitur menurunkan dokumen renvoi Salinan Putusan Upaya Hukum 

Kasasi/Peninjauan Kembali 

5. Perbaikan pada saat merekam dan menimpan data tanggal Tidak Memenuhi 

Syarat (TMS) Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada aplikasi SIPP Tingkat 

Pertama 

6. Perbaikan pada saat pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua (dan 

seterusnya), dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua (dan 

seterusnya) terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali yang sebelumnya telah 

dicabut atau berstatus TMS 

7. Perbaikan status perkara jika Tidak Memenuhi Syarat dan jika dilakukan 

pencabutan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 

8. Perbaikan pada bagian Tab Kasasi/Peninjauan Kembali pada halaman Detil 

Perkara Tingkat Pertama 

9. Perbaikan pada notifikasi/Pesan terhadap Data Tanggal Peminjaman dan 

Pengembalian Arsip 

 

B. Lingkungan Badan Peradilan Umum 

1. Perbaikan pada Jurnal Eksekusi ketika terdapat Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali pada saat Pengajuan Eksekusi 

2. Menampilkan Kembali tag e-Court pada Aplikasi SIPP Apabila Terdapat 

Perubahan Format. 

3. Perbaikan fitur Upload e-doc Relaas Panggilan pada Aplikasi SIPP. 

4. Penambahan kolom Pertimbangan Hukum pada Link Tautan Cabut perkara 

Perdata. 

5. Integrasi Data Putusan Verzet (Mengirim Data) dari SIPP ke e-Court 
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6. Saat merekam data Putusan dengan Vonis Bebas maka akan tersimpan juga ke 

Riwayat Penahanan berupa Tidak Ditahan oleh Hakim PN dan Status Penahanan 

akan menjadi Tidak Ditahan 

7. Penambahan Notifikasi/Pesan apabila terdapat Perbedaan Nama Pihak antara 

SIPP dengan e-Berpadu pada saat Meregister Upaya Hukum Banding 

8. Perbaikan dengan Menghilangkan Notifikasi/Pesan pada Halaman Detil Banding 

yang terdapat peringatan Perpanjangan Penahanan (Laporan Kasasi) belum 

diinput 

9. Penambahan fitur Perekaman Data Perkara yang Memenuhi Kriteria Restorative 

Justice 

10. Pada Halaman Register/List Perkara telah Ditambahkan Pencarian Detil terhadap 

Perkara dengan Kriteria Restorative Justice 

11. Perbaikan Metode Sinkronisasi Data Penahanan Kasasi/Peninjauan Kembali 

12. Penambahan Dokumen Pernyataan Kelengkapan Berkas pada Bundel A Upaya 

Hukum Banding 

13. Perbaikan pada fitur Perekaman Data Pemberitahuan Putusan, ketika Tombol 

Simpan Diklik setelah Mengisi Data Minutasi menyebabkan Hilangnnya Data 

Tanggal dan e-Doc Resi yang Sudah Tersimpan 

14. Menambahkan fitur verifikasi data pihak antara SIPP dan e-BERPADU 

15. Perbaikan Hak Akses untuk Merekam Data pada Register Restitusi dan 

Kompensasi 

16. Perbaikan untuk Mengecek/Mendeteksi Nomor Perkara Pasca Pailit pada 

Halaman Pendaftaran Perkara yang Berasal dari e-Court 

17. Perbaikan Hak Akses Panmud Niaga untuk Merekam Data BHT pada Semua 

Perkara Pasca Pailit 

18. Perbaikan pada Data Verzet saat Merekam Data Sumber Hukum Verzet 

19. Perbaikan pada Data Diversi pada Bagian Nomor Urut, Tahun dan Format 

Penomoran Perkara 

20. Perbaikan Generate Nomor pada Register Eksekusi Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) 

 

C. Lingkungan Badan Peradilan Agama 

1. Perbaikan pada Jurnal Eksekusi ketika terdapat Upaya Hukum PK pada saat 

Pengajuan Eksekusi. 

2. Menampilkan Kembali tag e-Court pada Aplikasi SIPP Apabila Terdapat 

Perubahan Format. 

3. Perbaikan fitur Upload e-doc Relaas Panggilan pada Aplikasi SIPP. 

4. Penambahan kolom Pertimbangan Hukum pada Link Tautan Cabut perkara 

Perdata 

5. Integrasi Data Putusan Verzet (Mengirim Data) dari SIPP ke e-Court 
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6. Saat merekam data Putusan dengan Vonis Bebas maka akan tersimpan juga ke 

Riwayat Penahanan berupa Tidak Ditahan oleh Hakim PN dan Status Penahanan 

akan menjadi Tidak Ditahan (Mahkamah Syar’iyah) 

7. Penambahan Notifikasi/Pesan apabila terdapat Perbedaan Nama Pihak antara 

SIPP dengan e-Berpadu pada saat Meregister Upaya Hukum Banding 

(Mahkamah Syar’iyah) 

8. Perbaikan dengan Menghilangkan Notifikasi/Pesan pada Halaman Detil Banding 

yang terdapat peringatan Perpanjangan Penahanan (Laporan Kasasi) belum 

diinput (Mahkamah Syar’iyah) 

9. Penambahan fitur Perekaman Data Perkara yang Memenuhi Kriteria Restorative 

Justice (Mahkamah Syar’iyah) 

10. Pada Halaman Register/List Perkara telah Ditambahkan Pencarian Detil terhadap 

Perkara dengan Kriteria Restorative Justice (Mahkamah Syar’iyah) 

11. Perbaikan Metode Sinkronisasi Data Penahanan Kasasi/Peninjauan Kembali 

(Mahkamah Syar’iyah) 

12. Penambahan Dokumen Pernyataan Kelengkapan Berkas pada Bundel A Upaya 

Hukum Banding (Mahkamah Syar’iyah) 

13. Optimalisasi Halaman Register Penahanan Pidana Umum dan Pidana Khusus 

dengan Menampilkan Status Penahanannya dan Perbaikan Pagingnya 

(Mahkamah Syar’iyah) 

14. Perbaikan pada fitur Perekaman Data Pemberitahuan Putusan, ketika Tombol 

Simpan Diklik setelah Mengisi Data Minutasi menyebabkan Hilangnnya Data 

Tanggal dan e-Doc Resi yang Sudah Tersimpan (Mahkamah Syar’iyah) 

15. Menambahkan fitur verifikasi data pihak antara SIPP dan e-BERPADU 

16. Penambahan Perekaman Data Ruang Sidang dan Edit Penetapan Hari Sidang 

Ikrar Talak 

 

D. Lingkungan Badan Peradilan Militer 

1. Saat merekam data Putusan dengan Vonis Bebas maka akan tersimpan juga ke 

Riwayat Penahanan berupa Tidak Ditahan oleh Hakim PN dan Status Penahanan 

akan menjadi Tidak Ditahan 

2. Penambahan Notifikasi/Pesan apabila terdapat Perbedaan Nama Pihak antara 

SIPP dengan e-Berpadu pada saat Meregister Upaya Hukum Banding 

3. Perbaikan dengan Menghilangkan Notifikasi/Pesan pada Halaman Detil Banding 

yang terdapat peringatan Perpanjangan Penahanan (Laporan Kasasi) belum 

diinput 

4. Penambahan fitur Perekaman Data Perkara yang Memenuhi Kriteria Restorative 

Justice 

5. Pada Halaman Register/List Perkara telah Ditambahkan Pencarian Detil terhadap 

Perkara dengan Kriteria Restorative Justice 
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6. Perbaikan Metode Sinkronisasi Data Penahanan Kasasi/Peninjauan Kembali 

7. Penambahan Dokumen Pernyataan Kelengkapan Berkas pada Bundel A Upaya 

Hukum Banding 

8. Optimalisasi Halaman Register Penahanan Pidana Umum dan Pidana Khusus 

dengan Menampilkan Status Penahanannya dan Perbaikan Pagingnya 

9. Perbaikan pada fitur Perekaman Data Pemberitahuan Putusan, ketika Tombol 

Simpan Diklik setelah Mengisi Data Minutasi menyebabkan Hilangnnya Data 

Tanggal dan e-Doc Resi yang Sudah Tersimpan 

10. Menambahkan fitur verifikasi data pihak antara SIPP dan e-BERPADU 

 

E. Lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha 

1. Perbaikan pada Jurnal Eksekusi ketika terdapat Upaya Hukum Peninjauan 

Kembali pada saat Pengajuan Eksekusi. 

2. Menampilkan Kembali tag e-Court pada Aplikasi SIPP Apabila Terdapat 

Perubahan Format. 

3. Perbaikan fitur Upload e-doc Relaas Panggilan pada Aplikasi SIPP. 

4. Penambahan kolom Pertimbangan Hukum pada Link Tautan Cabut Perkara 

Perdata 

5. Integrasi Data Putusan Verzet (Mengirim Data) dari SIPP ke e-Court 
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